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: Ajak Ketemu Di Toilet, Anggota Banggar Tanya Soal Duit "Amunisi"

imwvwas Dorong
evisi UU TKIE

- ALl MANSUR

Kondisi TKI vang bekelja
di laut lebih tragis.

JAKARTA — Tim Pengawas TKEI DPR
mendorong revisi Undang-Undang No-
mor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI). UU itu harus mengatur pekerja pa-
da sektor perikanan yang nasibnya mem-
prihatinkan. o

“Kami sepakat bagaimana regulasi

"harus diratifikasi tentang konvensi per-

Iindungan pekerja rumah tangga dan ABK
di sektor perikanan dengan mekanisme
undang-undang,” kata anggota Timwas
TKI DPR, Rieke Diah Pitaloka, di Kom-—
pleks Gedung Parlemen Senayvan, Jakarta,
Selasa (31/1).

Hal itu dikatakannya usai mendammn-
pingi Ketua Timwas TKI Fahri Ham=zal
menerima perwakilan beberapa organisasi
buruh migran di Ruang Rapat Pimpinan
DPR. )

Dia mengatakan, selama ini pekerja
pada sektor perikanan belum diatur lebihh
perinci sehingga proses perlindungannya
harus dikuatkan dalam produlk UJUT.

Dalam diskusi dengan organisasi bu-
ruh, disampaikan ada indikasi perdagang-—
an orang. Sebanyvak 45 orang TKI saat ini
berada di penampungan, Jeddah, Arab
Saudi. Dua orang sudah dikeluarkan, tapi
kemungkinan dipekerjakan kembali.
Ricke mengatakan, ada beberapa hal yang
perlu diselesaikan bersama. Pihaknya
menggelar solidaritas bersama untuk
menangani kasus ini.

Rieke mengatakan, kalangan buruh
meminta bantuan Wakil Ketua DPR Fahri
Ham=zah untuk membantu langkah pem-
bebasan 43 TKI yang masih tertahan.
Merelka mengklaim, aturan Kerajaan Arab
Saudi tidak membolehkan pembebasan
mereka tanpa melibatkan pihak Kemen-
terian Luar WNegeri Saudi dan otoritas
setempat. “Ini persoalan kemanusiaan,
kita menunggu lobi politik tingkat tinggi
untuk membantu evakuasi 43 TKI yang
masih di penampungan fJeddah,” katanya.

Ketua Umum Serikat Burah Migran
Indonesia Hariyvanto mendesak revisi UJUO
srang sama. Dia menilai, saat ini Indonesia
bukan hanya memiliki pekerja migran di
darat, melainkan juga di laut. Kondisi TKI
yvang bekerja di laut lebih tragis karena
belum ada regulasi yvang mengaturnya.

Ketua Timwas TKI Fahri ITamzah me-
minta pemerintah memperbaiki konsep

prapenempatan TKI. Sebab, permasalah—
an banyak terjadi dalam proses tersebut.
Calon TKI kerap tidak dibina dan dididik
sehingga kualitas sumber daya manusia
(SDM) mereka lemah. Selain itu, doku-—
men mereka kerap dipalsukan agar dapat
segera diberangkatkan sebagal TKI.

Ia menyebutkan, 65 persen persoalan
TKI ada di prapenempatan. Di sana me-
rupakan awal dari perdagangan manusia

‘hingga seorang menvogok untuk memal-

sukan umur. Dalam proses itu, calon TKI
banyak yang tidak mendapatkan penge-
tahuan tentang bagaimana hidup dengan
masyarakat dengan budaya berbeda.

“Hal ini karena negara tidak memfa-—
silitasi kegiatan prapenempatan dengan
baik sehingga sering kita lihat ada TKI
vang hilang, namun identitasnya tidak
diketahui. Padahal, sebenarnya identitas
merceka dipalsukan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR itu juga mengkritik
kebijakan moratorium pengirimman TKI,
misalnyva,; ke Jeddah., Arab Saudi. Kebijak-
an itu tidak disertai solusi yang ditawar-
kan pemerintah.

Menurut dia, kebijakan moratorium
itu sudah dilakulkan. WNamun, di sisi lajin,
kebutuhan secorang harus dipenuhi se~
hingga mmemuncutkan perdagangan mna—
nusia. "Karena tidak bekerja. akhirmya
muncullah perdagangan manusia. Orang
dijual melalui mekanisme seolah-olah be-
kerja di perusahaan, tapi kenyataannva
menjadi pembantu,” katanya.

Jika dimoratorium, calon TKI harus
mendapatkan alternatif lapangan pe-
kerjaan. Mereka harus tetap mendapatkan
penghasilan. s antara ed: erdy nasrul

»» Fakta Anclka

korban perdagangan
orang pada 201T2-
201 4.

orang diantaranya
bersedia didampingi
untuk proses hukurm.

kasus perdagangan
orang pada 2016,

orang di antaranya
dikermbalikan ke
indonesia:

Sumber: Serikat Buruh Migran Indonesia {SBM1)
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